
 

Pelembagaan Mahkamah Partai Politik 

di Indonesia 

(Pengantar Epiktolisme Hukum) 

 

 
 

 

 

Oleh : 

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., C.Pr.M. 



 

Pelembagaan Mahkamah Partai Politik 

di Indonesia 

(Pengantar Epiktolisme Hukum) 

 

 

 

 

 

 

 

 

PENULIS: 

Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., C.Pr.M. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

Pelembagaan Mahkamah Partai Politik 

di Indonesia 

(Pengantar Epiktolisme Hukum) 
 

 

PENULIS : Isakh Benyamin Manubulu, S.H., M.H., C.Pr.M. 

   

TATA LETAK : Ardila Legiana 

DESAIN 

SAMPUL 

: Aisyah Kemala Dewi 

 

ISBN: 978-623-88361-1-6 

iii, 112; 15,5 cm x 23 cm 

 

 

PENERBIT 

TANGGUH DENARA JAYA 

Jl. Timor Raya No. 130 B 

Oesapa Barat, Kelapa Lima 

Kupang, Nusa Tenggara Timur 

E-mail: tangguhdenarajaya@gmail.com   

Telepon: 0380-8436618/081220051382  

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang. 

Dilarang menggandakan atau memperbanyak sebagian atau 

seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis 

dari penulis. 



 

i 

 

KATA PENGANTAR 

 

Puji Syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas berkat dan pernyertaannya, 

penyusunan buku ini boleh dapat berjalan dengan lancar. Epiktolisme hukum 

merupakan sebuah pemikiran yang dikembangkan oleh Penulis dengan 

maksud agar dapat memberikan sebuah analisis teoritis terhadap dilematika 

dalam proses penafsiran kebijakan yang memberikan dampak baik secara 

positif maupun sebaliknya. Penulis turut mengucapkan terimakasih kepada 

seluruh pihak yang mendukung penyusunan Buku ini sebagai sebuah langkah 

awal dalam pengembangan pemikiran epiktolisme hukum. Demikian buku ini 

disusun agar para pihak dapat membaca dan memberikan masukan sesuai 

dengan kompetensinya demi mendukung pembangunan pemikiran 

epiktolisme hukum menjadi sebuah teori yang mendukung pengembangan 

ilmu pengetahuan.  

 

Kefamenanu, 23 November 2022 
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PENGANTAR EPIKTOLISME HUKUM 

 

 

Mengenal Mahkamah Partai Politik sebagai Subyek Epiktolisme 

Hukum  

 

Secara konstitusional, konsep negara hukum termaktub dalam Pasal 1 

ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

(untuk selanjutnya disingkat UUD 1945). Pada kerangka teoritis, konsep 

negara hukum dalam sistem eropa kontinental dipelopori oleh Imanual Kant 

dan Frederich Julius Stahl.1 Lebih lanjut, karakteristik dari konsep negara 

hukum dalam penyelenggaraan negara ditandai dengan eksistensi dari 4 

(empat) unsur pokok diantaranya meliputi (1) Pengakuan dan Perlindungan 

terhadap Hak Asasi Manusia; (2) Negara didasarkan pada teori trias politika; 

(3) Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang (wetmatig bestuur); (4) 

Keberadaan Peradilan Administrasi Negara.2 Muhammad Tahir Azhary 

mendeskripsikan pentingnya pemenuhan atas konsep negara hukum di 

Indonesia ditujukan agar dapat menjamin adanya equality antara pelaksanaan 

hak dan kewajiban masyarakat maupun pemerintah serta turut memberikan 

kesempatan kepada masyarakat untuk menuntut balik pemerintah atas 

tindakan ataupun kebijakan yang dilaksanakanannya sesuai prinsip 

onrechmatige overheidsdaad.3  

Dalam kaitannya dengan itu, salah satu tuntutan wajib yang harus 

dipenuhi oleh negara hukum yakni implementasi dari wujud nyata demokrasi 

yang tercermin dalam pemilihan umum dan sejatinya telah dijamin oleh hak 

 
1 Titik Triwulan Tutik, 2008, “Konstruksi Hukum Tata Negara Pasca-

Amandemen Keempat UUD 1945”, Kencana Prenada Media Group, Surabaya, h. 61.  
2 ibid. 
3 Muhammad Tahir Azhary, 1992, “Negara Hukum: Suatu Studi Tentang 

Prinsip-Prinsipnya Dilihat dari Sergi Hukum Islam, Implementasinya pada Priode 

Negara Madinah dan Masa Kini”, Bulan Bintang, Jakarta, h. 66.  
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asasi manusia.4 Hendarmin Ranadireksa dalam bukunya H. Muladi 

berpendapat bahwa:5-6  

“hak asasi manusia pada hakekatnya merupakan seperangkat ketentuan 
atau aturan untuk melindungi warga negara dari kemungkinan 

penindasan, pemasungan atau pembatasan-pembatasan tertentu agar 

hak warga negara yang paling hakiki terlindungi dari kesewenang-

wenangan kekuasaan”. 
    

Hakikat dari hak asasi manusia yang melandasi pembentukan UUD 

1945 menjadi salah satu alasan mengapa konsep demokrasi yang dimaksud 

tersebut tidak dapat dilepas dari prinsip negara hukum.7 Pemaknaaan dari 

demokrasi sendiri ditafsirkan sebagai pemerintahan yang dilakukan oleh 

rakyat namun Sri Soemantri berpendapat bahwa salah satu kendala yang sering 

dihadapi dalam konsep berdemokrasi dikarenakan batasan dari demokrasi 

yang sukar untuk diterima oleh setiap pihak.8 

Persoalan ini menarik untuk dicermati apabila melihat dari aspek 

manifestasi demokrasi dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia. Secara 

konstitusional, konsep demokrasi yang diterapkan dalam pemerintahan di 

Indonesia adalah demokrasi secara langsung dengan menempatkan perwakilan 

masyarakat sebagai penyalur aspirasi yang diharapkan mampu melampaui 

batas kepentingan pribadi yang hingga saat ini belum dapat terealisasi 

sebagaimana yang diekspektasikan.9 Sehubung dengan itu, Partai Politik 

menjadi salah satu wadah yang ditetapkan dalam Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 

bahwa “ Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan 
Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”. 
Dengan demikian, maka partai politik menjadi sebuah sarana representasi dari 

perkumpulan masyarakat yang ingin membawa interest (kepentingan) baik 

 
4 H. Muladi, 2004, “Hak Asasi Manusia, Hakekat, Konsep dan Implikasinya 

dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat”, Rafika Aditama, Semarang, h. 14. 
5 ibid, h. 39. 
6 Hendarmin Ranadireksa, 2007, “Arsitektur Konstitusi Demokratik, 

Mengapa Ada Negara yang Gagal Melaksanakan Demokrasi”, Fokusmedia Press, 

Bandung, h. 134.  
7 Titik Triwulan Tutik, Op.cit, h. 67. 
8 ibid, h. 69.  
9 Saprizal Hadi Andrian, 2016, “Eksistensi Mahkamah Partai Dalam 

Penyelesaian Sengketa Internal Partai Politik Di Indonesia Ditinjau Dari Undang-

Undang Nomor 2 Tahun 2011”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum 

Universitas Negeri Jambi, h. 70. 
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secara pribadi maupun kolektif.10 Sebagai tindak lanjut atas amanat konstitusi 

maka Pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang 

Partai Politik yang kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua terhadap Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2008 tentang Partai Politik (untuk selanjutnya disebut UU Parpol) yang 

dalam Pasal 1 angka (1) menentukan bahwa: 

 

“Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk 
oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar 

kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela 

kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta 

memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia 

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945”. 
 

Partai politik sebagai pembawa kepentingan tentunya cenderung 

diperhadapkan dengan berbagai persoalan eksternal maupun persoalan 

internal dalam lembaganya.11 Persoalan terkait keanggotaan partai yang 

berselisih yang cenderung ditinggalkan berlama-lama dapat menjadi kendala 

yang membuat sebuah partai tidak dapat bekerja sebagaimana fungsinya.12 

Kasus serupa pernah terjadi pada salah satu kader Partai Golkar yakni Gusti 

Iskandar yang mengajukan pengujian undang-undang ke Mahkamah 

Konstitusi dikarenakan pencalonannya sebagai Gubernur Kalimantan Selatan 

ditolak oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan 

dikarenakan adanya masalah internal dalam partai.13 Konflik internal serupa 

terjadi pada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tahun 2015 yang hingga 

tahun 2017 belum kunjung selesai.14  Akibat yang ditimbulkan tidak jauh 

berbeda dengan Partai Golkar yaitu keterpurukan PPP pada Pemilukada 

 
10 Triono, 2017, “Menakar Efektifitas Pemilu Serentak”, Jurnal  Wacana 

Politik, Program Studi Hubungan Internasional Universitas Megou Pak Tulang 

Bawang Volume 2, Nomor 1, h. 156. 
11 Mei Susanto, 2017, “Memperkuat Pelembagaan Mahkamah Partai Politik, 

Upaya Mencegah Dualisme Partai Politik”, Jurnal Konstitusi, Mahkamah Konstitusi 

Republik Indonesia, Volume 3, Nomor 1, h. 33.   
12 Saprizal Hadi Andrian, Op.cit, h. 71.  
13 Mei Susanto, Op.cit,  h. 36. 
14 Hamzah, 2017, “Penyelesaian Sengketa Partai Politik Pasca Perubahan 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik, Studi Atas Perselisihan 

Kepengurusan Partai Persatuan Pembangunan”, Skripsi, Program Studi Ilmu Hukum 

Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan kalijaga Yogyakarta, h. 

9.  


